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PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Poligami merupakan praktik memiliki lebih dari satu orang istri dalam satu
waktu.! Asas perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami, dalam artian
suami hanya boleh mempunyai 1 (satu) istri. Hal tersebut diatur dalam UU
Perkawinan Pasal 3 Ayat 1 sebagai berl

“Pada azasnya dalam suatu rkawinag georang pria hanya boleh

ita hanya boIeT*I'empunyai seorang

V am pur* satu (1) istri
awinan tidak berlaku
Aaf

a 0g id Pe
ena pa* lain yang

memperbolehkan suami 1Y€ le 3 ang istri. Dengan adanya

mempun*seorang istri.

suami”.

Pasﬂrseb

seumur hidupnya. N

pengecualian dalam undan gami yang dianut oleh unda

ng-undang di IndonesiUN‘IlVrManASundang tersebut diatur
syarat-syarat bagKH yaAiBMaﬁHAthendapat izin istri

pertama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin pengadilan. Praktik
poligami yang dilakukan tanpa izin istri dianggap tidak mempunyai kekuatan

hukum dan tidak sah secara negara karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

1 Zuman Malaka, “Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami” TARUNALAW:
Journal of Law and Syariah, VVol. 01, No. 02, (2023), 175-183.



Syarat tersebut menjadi polemik karena perbedaan pandangan antara
aturan undang-undang dan aturan syariat Islam. Izin istri tidak tercantum dalam Al
quran, Hadis, maupun /jma’ sebagai syarat sahnya poligami. Dalam Q.S An-Nisa

Ayat 3, Allah SWT. berfirman:

//}// - s ¥ ¥ o0 2 @ o Jo

M}ou c)juljw;wswvﬁuwusf&uws sMUswosj

‘j.b:u JJKL:(&L;)(;L‘%‘}JJ;G‘/
Artinya: “Jika ka hawatir" ti

ak akan pu berlaku adil terhadap
(hak-hak) peremp yatim

hilamana k&Mmu menikahinya), nikahilah
perempuan (lain) yang kam gi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi,
jika ka awatir tidak

u berlaku adiwkahilah) seorang
saja atau hamba sahaya p 10 kamu miliki. Yang demikian itu
lebih dekat untuk tighalel

isa'/4:3)?
Di d*m ki

i adglleh mubah jika
tidak ada kebutuhan

a menjelaskan bahwa
Allah SWT. *nberi istri*xpai 4 orang.
Kemudian Allah SWT. meg

8 bisa berlaku adil terhadap

istri-istrinya, namun ketik. memberikan keadilan bagi

istri-istrinya kelak, malUnN]VEIRSIITSASW saja.® Sedangkan izin
istri dalam poIigaKIu'an Kmﬁamﬁflmmuk mu’asyarah
L ]

bil ma ruf (bergaul dengan baik) terhadap perempuan.*
Secara das sollen praktik poligami tanpa izin istri menimbulkan banyak
masalah bagi kehidupan berumah tangga, terutama bagi perempuan. Oleh karena

itu, aturan mengenai poligami harus berorientasi terhadap perlindungan perempuan,

2 Al-Qur’an, 4; 3.

3 M. Nadi El_Madani, Poligami bawah tangan. (Yogyakarta, DIVA Press, 2023), 37.

4 Abdul Rosyid, Abdul Hannan, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hanafiyah
dan Syafi’iyah serta Undang-Undang 1974 Perkawinan,” As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga
Islam 2, no. 2 (2024): 85-96.



berdasarkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan rukun.
Hal tersebut tidak dapat tercapai jika hukum yang berlaku tidak memperhatikan
keadilan bagi perempuan. Oleh karena itu Allah SWT. berfirman dalam QS. an-

Nisa Ayat 219:

L@ s e o 0o + oo 00 s o ¥ or 08 0r 0. 08 o s o

(129 4/;sts) VY4 LWJ JIF NIty ATRE swj ijl.m

Artinya: “Kamu sekali-kali kan dapat berlaku adil di antara istri-
istri(-mu) walaupungkamu san gin berbyat demikian. Oleh karena itu,
janganlah kamu tef@lu cenderung (kepad@¥ang kamu cintai) sehingga
kamu biarkan yang lain terkg katung. Jika kamu mengadakan islah
(perbaik an memeliha i kecurangan) ungguhnya Allah
Maha Perfgampun lagi Mz ”. (An-Nisa'f4%129)

Avyat tersebut merupakean=te : terhadap Rasulullah SAW.
kanrﬁ ayat tersebut
menjelaskan bahwa Rés i puat adil kepada istri-

istrinya dalaxerasaa g {l poligaMi bukan jalan

dalam tafsirnya menjelaskan bahwa poligami merupakan penyimpangan dalam

relasi perkawinan yanMN.IDMgRiSIMa syariat hanya dalam
keadaan daruratKall'ly ABQMLU&HAL.IM kerusakan dan

kedzaliman.®> Ayat tersebut menjadi dalil untuk bersikap baik terhadap perempuan,
karena pada zaman jahiliyah perempuan dianggap sebagai benda mati yang tidak
mempunyai nilai. Posisi perempuan menjadi manusia nomor dua dalam kehidupan

saat itu, memberikan stigma terhadap kewajiban perempuan terhadap laki-laki.

5> Adil Akhyar, Poligami dalam Perspektif Sosiologi Hukum, (Malang, PT. Literasi
Nusantara Abadi Grup, 2022), iii.



Tugas dan kewajiban perempuan hanya melayani laki-laki kapan saja dan di mana
saja manakala laki-laki membutuhkan. Bahkan kesan misoginis (kebencian
terhadap perempuan) pada zaman itu sangat kental.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum adalah produk budaya yang
berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, yang bersatu dengan kehidupan
masyarakat. Hukum bertra;formasi k@r@pa kehidupan sosial telah berkembang.

x

Sebagai social control, hukum memiliigwperan untuk mengendalikan kehidupan

manusia agar S(*i dengan t yang men*akan kedamaian,

ketentraman, dan rukun.®

Pemerintah tentang Pela erkawinan.” Transformasi

hukum yang efektif terUNlMERSIaIA& hukum yang berdasar
kepada kesadararKl!haABWhpt@HAlnMg sesuai dengan

nilai-nilai sosial, adat, dan agama yang dianutnya, yang dilegitimasi ke dalam
sistem tertulis sesuai kebutuhan masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga

kepastian hukum.®

® Soerjono soekanto. Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan.
(Bandung, Alumni, 1976), 4.

" Moh Maskurudin Hafud, “Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum : Analisis
Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia,” Journal of
Citizenship 4, no. 2 (2025): 148-64.

8 Moh. Maskurudin Hafud, “Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum : Analisis
Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia”, 148-164.



Jika dilihat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 137
Putusan Hakim mengenai poligami tanpa izin istri yang diputus dengan hukuman
pidana, dan pembatalan perkawinan sebanyak 2780 putusan. Amar putusan dalam
putusan-putusan tersebut berupa putusan yang dibatalkan, dikabulkan, diperbaiki,
dan dikuatkan oleh pengadilan yang berwenang di tingkat pertama, banding, kasasi,
atau peninjauan kembali.® Salah satunya Putusan Nomor 3103/Pid.B/2011/PN.Sby
yang mengadili tentang pernikahan*)a izin istri. Yang menjadi bahan

pertimbangan hakim adalahsebagai berj

dengan dakwaan “mengada ngetahui bahwa pernikahan

atau perkawiman-per BR0 18Ie < lang Mang sah untuk
itu”. Perbuatan terda A8 a rinya untuk mencari
terdakwa melakukan perkaW

yang merupakan istri kedua,

sedangkan pada tahun ters

pertamanya. BerdasarMNlVrERLSkTAswa dengan perbuatan
melawan hukunKHq muh QHALIM penuntut umum

mendakwakan terdakwa dengan dakwaan kedua “menelantarkan orang lain dalam

enjadi suami sah dari istri

lingkup rumah tangganya”. Terdakwa berdasarkan keterangan dari istri pertamanya
telah meninggalkan istri dan anaknya tanpa adanya pemberian nafkah lahir maupun

batin selama 4 tahun. Perbuatan terdakwa diancam dengan ancaman pidana Pasal

9 Direktori Putusan, https://share.google/X5DKoOfszu6eivQAS8 dan Direktori Putusan,
https://share.google/Y7u9lgd XUkhyZcFJR



https://share.google/X5DKoOfszu6eivQA8
https://share.google/Y7u9lgdXUkhyZcFJR

49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Secara tiba-tiba pada bulan
September 2010, istri pertama menerima surat perceraian dari Pengadilan Agama
tanpa sepengetahuan pengajuan perceraian tersebut, setelah istri pertama
menyelidiki ia mengetahui bahwa terdakwa AAS telah melakukan pernikahan
dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama, padahal jika
dilihat dari statusnya pernikahan tersebut tidak sah karena masih terhalang oleh istri

pertama yang masih sah di hadapan hw*

Terdapat dua (2) cara dalam ug ng-undaﬁmtuk menyelesaikan kasus

poligami tanpa izIMStri, yakni sank atif dan pemi*aan. Sebagaimana

diatur dalam Undang-Und

pembatalan mawi

keabsahan perkawina

administratif (baik berupa

atau*ak mengakui

berdasarkan s‘*at for
dalam Pasal 22-28 Undang-

No. 9 Tahun 1975.

Kemudian carUN Ismsiz;r Aslnaan. Berbeda halnya
dengan pembataKH;kMWhpﬁHAMMuk mewujudkan

perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan sebagai pihak yang dirugikan.
Poligami yang dilakukan tanpa izin istri dinilai bukan hanya telah melanggar
Undang-Undang Perkawinan, namun telah melanggar nilai keadilan dan kesetaraan

dalam kehidupan keluarga.® Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

10 Philippe Nonet, and Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward
Responsive Law, (New York, Routledge Taylor & Francis Group, 2017), 73.



juga menegaskan bahwa poligami tanpa izin istri yang sah dan tanpa izin pengadilan
merupakan perbuatan pidana, dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan
surat edaran tersebut tersebut, praktik poligami tanpa izin istri atau poligami ilegal
tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat, namun negara melalui undang-
undang berfungsi sebagai pelindung hak istri yang telah dilanggar oleh suami.
Peraturan mengenai pemidanaan praktik poligami tanpa izin istri diatur dalam Pasal
402 Ayat 1-2 Undang-Undang No. 1 n 2023 tentang KUHP atau Pasal 279

KUHP lama.

Aturan p@higami baik ber maupun Iara*n bertujuan untuk

menegakkan himayah lil ma empuan), karena perempuan

memiliki hal*ng s3 men*ai relasi laki-

laki dan perempuan i atan kesetaraan dan
keadilan gend*agart * . BInsi Islam*ig dinyatakan
oleh ayat-ayat yang lain a i - dan keadilan laki-laki dan

perempuan.t?

Transformasi UN llMIERSI’TAsnpengaruhi pandangan
mengenai peraturKfH;,m MWiﬁuAM,Mingga pendekatan

yang dilakukan dalam proses penghukuman bagi pelaku telah bergeser dari legalitas
perkawinan, menuju perlindungan hak perempuan dalam garis keadilan gender.
Lalu hukum dalam pandangan keadilan gender tidak hanya mengatur hukuman

secara prosedural, namun harus bisa menjamin keadilan substantif bagi korban,

11 Husain Muhammad. Perempuan, Islam, dan Negara, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2022),
172.



yang dalam kasus poligami tanpa izin istri merupakan pihak yang paling dirugikan.
Kasus poligami tanpa izin istri terjadi karena kurangnya kesadaran hukum,
lemahnya efektifitas dalam penegakkan hukum, dan tumpang tindih kewenangan
antar lembaga. Dalam pandangan sosiologi hukum, ditegaskan bahwa hukum yang
tidak sejalan dengan struktur sosial akan kehilangan kekuatan legitimasi dan
efektifitasnya, yang membuat penegakkan hukum harus menggunakan pendekatan
yang lebih pastisipatif terhadap magy@rakat, er&iris, dan bergantung pada
kebutuhan masyarakat.*?
KetimpaF*ﬁ yang terjadj
menyikapi masalah huku

Indonesia. Pwitia

transformasi hukum

an pertanyaaW*agi penulis untuk

pligami tanpa izin istri di

v sUbstalgi hukum dan

)

gender, serta dampak yang © i Sluarga Islam di Indonesia.

lam praktik poligami
tanpa izin istfika di i huk*dan keadilan

. Fokus Penelitian

Berdasarkan UNSIV'ERS'IH'- Als dipaparkan, penulis
memaparkan tiga i) fekus 2o &3 ko PCEleb AW

1. Bagaimana transformasi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin

istri di indonesia?

12 Moh. Maskurudin Hafud, “Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum : Analisis
Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia”, 148-164.



2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak-hak perempuan dalam praktik
poligami tanpa izin istri dan penerapan sanksi pidana sebagai upaya
melindungi hak perempuan?

3. Bagaimana keadilan gender dalam Islam memandang praktik poligami
yang dilakukan tanpa izin istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pene

Iiti!n yang telah penulis paparkan, penelitian

*

0 terhadap peraturan hukum mengenai

ini dilakukan dengan tujuar*bagai be :

1. Menganalisis transformasj

poligami tanpa izin istg

2. I\/Iﬁgidentifika [

muncul akib

afan hak-hakﬁempuan yang

jan penerapan sanksi

alam pegmktif keadilan

gender dalam islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis UNIVERSITAS
Sec 0 m#ﬁB‘H haﬁ)ﬁﬁ)&ll%mrikan kontribusi

terhadap perkembangan kajian ilmu pengetahuan dalam hukum dan sosial,
khususnya yang berkaitan dengan dinamika hukum keluarga Islam di
Indonesia. Menambah literatur ilmiah mengenai perlindungan perempuan
dalam perkawinan, serta mengembangkan analisis interdisipliner antara hukum

pidana, hukum keluarga, serta keadilan gender.
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2. Manfaat Praktis
a. Bagi masyarakat luas
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam memutuskan
segala sesuatu dengan mempertimbangkan segala aspek baik yang berkaitan
dengan diri sendiri maupun masyarakat secara luas.

b. Bagi Praktisi Keluarga

Penelitian ini diharaian bisa menjadi informasi untuk
mengembangkan pe%tahuan ang lebih IWentang fenomena poligami

tanpa izin istri dan pemecah3 alah dalam polemik poligami dalam

keluarga Islam di Indonesi penelitian iﬁapat memberikan
edukasj hukum bag A ar ledin M@mahami hak-haknya dalam
kehidupan sos
c. Bagi Peneliti

Penelitle g i > ar penelltlgn selanjutnya

mendukungnya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

E. Penelitian Terdahulu gg!MER&IJAS
Setiap p!&lit'!m M%M&f m%lh!iMerdahulu, karena

tidak ada penelitian yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal
ini, penulis melakukan penelusuran terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan
pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1. Apriana Asdin, “Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami

Istri dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah
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Kabupaten Lombok Tengah”, 2018. Peneclitian ini bertujuan untuk
menggambarkan implementasi keadilan menurut pandangan suami
istri, dalam perkawinan poligami di Kecamatan Praya Tengah Lombok
Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research),
dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sistematika laporan
penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini

menghasilkan temuan ber

upI kesamaan pandangan antara suami dan
istri dalam meanlemen sikan keadjw sedangkan menurut pihak

keluarga yang lain baik paupun tetangga memiliki perbedaan

pandangan. Penelitian j tentang persepsi keadilan menurut

swi dan istri akukan amidli Praya Tengah Kabupaten
Lombok Bengal ) ) a, tergantung jumlah
anak, keb .

Galuh Retnd Higami Siri di

Perkara Nomor: 376 K/Pid/2015)”, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk

merganais A V2N RN o sk pidans
poiigh EhnARRE SHALIM.. i nerpaian

penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual
melalui perspektif Jasser Auda. Temuan dalam penelitian ini adalah
status poligami siri yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dikatakan
sah, dan snaksi yang tepat untuk menghukum para pelaku seharusnya

didasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan.
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3. Lia Noviana, “Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan
Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama dan
Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)”, 2012. Tujuan
penelitian ini adalah memberikan deskripsi praktik poligami tanpa izin
Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya berdasarkan
pandangan hakim, ulama, dan pegiat kesetaraan gender. Metode

penelitian yang digunakan

adIIah penelitian kualitatif deskriptif dengan

pendekatan so%ogis. Tekni pengquan data yang digunakan

adalah wawancara. Temug

penelitian ini menyebutkan bahwa,

Pengadilan anma masih
)agi pelaku poligami

i sanksi hukum, baik

4. Zuman Malaka, “Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Poligami”,

rarurtew- SN AR SR YD i et
i AR b S AARIM o s e

dari faktor yang mempengaruhi, dampak yang muncul, dan peraturan
hukum yang mengatur tentang praktik poligami. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research),
dengan cara membaca, mencatat, dan mengelola bahan-bahan yang

digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan
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adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
masyarakat yang melakukan poligami dipengaruhi oleh faktor biologis,
ekonomi, dan pendidikan. Poligami akan menimbulkan dampak negatif
jika tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam hukum Islam dan hukum
positif.

Erda Yuni Safitri, “Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami sebagai

Solusi Akibat”, Al-Fikra

: 'urnal ilmiah Keislaman, 2022. Tujuan
penelitian ini ialah mengkaji nilaWai dalam poligami baik

berdasarkan undang-und maupun syariat Islam. Kemudian

spektif sosiﬁogi hukum, untuk

lam kehidu?berkeluarga.
n (library research).

menganalisis poliga

berpoligami kerukunan rumah tangga dapat lebih terjaga.

rabet 1.1 PR YRR R IR penctir

Nama  HGkdT 75 gt iefmate 1 EbRaRAYT

No Orisinalitas
Peneliti, | Penelitian Penelitian
Tahun
dan
Sumber
.| Apriana | Implementasi | Penelitian Penelitian Transformasi
Asdin, Keadilan tersebut tersebut Hukum
2018 Menurut memiliki menggunakan | terhadap

Pandangan persamaan perspektif Pelanggaran
Suami Istri | dengan maslahah Hak
dalam penelitian mursalah dan | Perempuan
Perkawinan | yang pendekatan dalam
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*

Poligami  di | dilakukan sosiologis Praktik
Kecamatan penulis yakni | secara umum, | Poligami
Praya dengan sedangkan Tanpa lzin
Tengah menggunakan | penulis Istri
Kabupaten pendekatan menggunakan | Perspektif
Lombok sosiologis pendekatan Sosiologi
Tengah sosiologi Hukum

hukum Keadilan

pidana  dan | Gender

perspektif

keadilan

gender dalam

' Islam.

.| Galuh Sanksi Persamaan ﬁbedaan Transformasi
Retno Pidana penelitian gan Hukum
Setyo Pelaku te penelitian terhadap
Wardani,‘goligami Siri yang Pelanggaran
2021. i Hak

dilakukan
aleh penulis
jenis

HALIM

menggunakan
jenis
penelitian
sosiologis
terhadap
transformasi
hukum
pidana
dengan
menggunakan
perspektif
keadilan

Perempuan
dalam
aktik
Poligami
Tanpa
Istri
rspektif
osiologi
Hukum dan
Keadilan
Gender

Izin
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gender dalam
Islam

.| Lia

Noviana,
2012.

Praktik Persamaan
Poligami dengan
Tanpa lzin | penelitian
Pengadilan yang
Agama dan | dilakukan
Penerapan penulis yaitu
Sanksi menganalisi
Hukumnya hukuman
(Studi yang  tepat
Pandangan bagi pelaku
Hakim, yang
Ulama dan

Pegiat

Kesetar

Gender  di

bupaten

Malang)

Perbedaan
sebagai
pembaruan
atau novelty
dari
penelitian
yang
dilakukan
penulis
adalah dalam
penelitian
tersebut,
pat
elitian
untuk
melakuk
penelitian

Kemudian

xm
penetitian

KH. ABDUL CHALIM

menggunakan
perspektif
pemikiran
dari  hakim,
ulama, dan
pegiat
kesetaraan
gender,
sedangkan
penulis
menggunakan
perspektif

Transformasi
Hukum
terhadap
Pelanggaran
Hak
Perempuan
dalam
Praktik
Poligami
Tanpa
Istri
Perspektif
Sosiologi
Hukum dan
Keadilan
Gender

Izin
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keadilan

gender dalam
Islam  untuk
meneliti

kasus  yang
sedang diteliti
sebagai objek

penelitian
.| Zuman Perspektif Penelitian ini | Perbedaan Transformasi
Malaka, | Sosiologi memiliki antara Hukum
2023. Hukum kesamaan penelitian terhadap
terhadap dengan tersebut Pelanggaran
Poligami penelitian dengan Hak
ya* penelitian Perempuan
* dilakukan ﬁg dalam
oleh _penulis, kukan Praktik
penulis, yakni | Poligami
dalam Tanpa lzin
penelian ~ Ini | Istri
genggunakan | Perspektif
Sosiologi
* ukum dan
Keadilan

sosiologi

pidana serta

KH. ABDUL CHA%JM:

Gender

keadilan
gender.

.| Erda Tinjauan Penelitian Perbedaan Transformasi
Yuni Sosiologi tersebut antara Hukum
Safitri, Hukum: Isu | memiliki penelitian terhadap
2022. Poligami persamaan tersebut Pelanggaran

sebagai dengan dengan Hak

Solusi Akibat | penelitian penelitian Perempuan
yang yang dalam
dilakukan dilakukan Praktik
penulis, yakni | penulis, Poligami
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menggunakan | penelitian Tanpa lzin
pendekatan tersebut Istri

sosial dilakukan Perspektif
terhadap untuk Sosiologi

sebab akibat | menemukan Hukum dan
dilakukannya | solusi  dari | Keadilan

poligami akibat yang | Gender
terhadap ditimbulkan
hubungan poligami bagi
dalam keluarga dari
keluarga perspektif
hukum yang
berlaku,
sedangkan
* lis
nggunakan
perspektif
keadilan*
gender bagi

dan

*

njefe ~- II ang dijadikan tolak ukur

dalam judul penelitian. Bag gi penulis agar tidak terjadi

salah pemahaman atas 'UN"WEHRSFFAIS
1. Transfriai B UL CHALIM

Transformasi hukum adalah proses berubahnya hukum

F. Definisi Istil*

Bagian ini me

sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum
yang berinteraksi dengan kehidupan sosial mengalami perubahan dan
menyesuaikan dengan nilai, struktur sosial, budaya, dan relasi
masyarakat. Hukum berperan sebagai kontrol sosial yang

mengendalikan kehidupan manusia agar sesuai dengan tatanan norma
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hidup, dengan tujuan menciptakan kedamaian, ketentraman, dan
kerukunan.

Transformasi hukum dalam perspektif sosiologi hukum
digunakan untuk menganalisis mengenai harmonisasi hubungan antara
diberlakukannya suatu hukum dalam kehidupan sosial, sehingga dapat

dicermati dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.

Transformasi hukum bertujui untuk menemukan hal-hal yang menjadi
sebab akibat dWerjalan ta tidakn)*uatu aturan di masyarakat.

Hukum hidup untuk mas bukan sebaliknya, maka penyesuaian

kan agar kesz!a:rasan antara tujuan

k pelanggaran dalam

tidak&enuhi dalam

yang harus terpenuhi, untuk mendapatkan izin berpoligami dari

sengalan SR R RN kekuatan huum dan
aangfSHy ABRYL GHARIM i oo

berpoligami.

Berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum
Islam tidak menyebutkan izin istri sebagai salah satu syarat dari
poligami. Tidak ditemukan dalil baik dalam Al-quran, Hadis, maupun

ijma’ ulama yang menyebutkan keharusan adanya izin istri atau adanya
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pencatatan perkawinan, yang menyebabkan sah atau tidaknya poligami.
Poligami tetap dianggap sah dan dihalakan baginya untuk melakukan
perbuatan suami istri dengan istri keduanya.

. Hak-Hak Perempuan

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, karena

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum.

Aturan hukum telah meng!apus diskriminasi dalam setiap aspek
kehidupan sosi%komoni, aya, pow dan hukum. Oleh karena

itu setiap warga negara iliki hak yang sama tanpa adanya

pengecualian. Negara menghapus Aisiriminasi tersebut

dengan dibent a  DEperaps Jangtundang yang bermuatan

*

dalah penghormatan
an kes%aan gender,

nondiskriminasi, dan perlind@gan Korban. Bahkan tidak ada perbedaan

derajat antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. sehingga

yang meneMJM ‘Mm!;rﬁj§ manusia berdasarkan
kepaomnhtﬁm%galr’uhagm%@b! Mandaskan iman.

. Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan prinsip hidup yang harus
ditegakkan dalam kehidupan sosial-budaya. Keadilan gender
merupakan prinsip kemanusiaan universal yang diwujudkan dengan

berbagai upaya, baik domestik maupun publik. Implementasi keadilan



20

gender bagi perempuan seharusnya tidak hanya sebagai impian dan
angan-angan belaka, namun harus diwujudkan dengan berbagai bentuk
dan kesempatan.

Keadilan gender dalam Islam menganggap bahwa perempuan
bukan merupakan makhluk rendah, namun seharusnya diberikan

kesempatan dan kesetaraan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan

dengan laki-laki. Untuk me‘ijudkan hal tersebut, setiap orang harus

berpegang tegu,Wada teks-teks yang %at memberikan kesetaraan,

kebebasan, saling mengha gadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh

masyarakat. Makna K er harus diartikan sama dengan

larangan

perempua
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